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I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Keh�dupan agama h�ndu d� bal� sangat 
un�k dan kompleks. Hamp�r set�ap b�dang 
keh�dupan umatnya d�resap� oleh n�la�-n�la� 
ajaran agama h�ndu. Seh�ngga kadang-
kadang agak sul�t untuk membedakan dan 
mem�sahkan antara pelaksanaan keh�dupan 
beragama dan adat-�st�adat. Sebaga�mana 
d�ketahu� bersama agama mempunya� s�fat 
un�versal dan s�fat subjekt�f serta sens�t�f 
yang beralaskan pada suatu kepercayaan 

dan keyak�nan serta sul�t d�ter�ma oleh 
pem�k�ran yang �lm�ah. Warga masyarakat 
h�ndu d� bal� sejak turun temurun sudah 
mengenal hubungan antara tuhan, manus�a 
serta manus�a dengan manus�a la�nnya, 
serta manus�a dengan makhluk h�dup 
la�nnya. Keterka�tan hubungan antara 
ket�ga komponen �n� d�yak�n� member�kan 
kese�mbangan h�dup secara nyata.1
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or Paruman each indigenous villages.
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1 I Gust� Ketut Sutha, 1987, Bunga Rampai Beberapa 
Aspek Hukum Adat, L�berty, Yogyakarta, hlm.2.
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Hubungan antara penc�pta, manus�a, 
dan tumbuhan lama-kelamaan d�jad�kan 
pedoman h�dup dan keb�asaan yang akan 
menumbuhkan kesadaran bersama untuk 
menjaga dan melestar�kan kese�mbangan 
yang sudah ba�k �n�. Ket�ka ada gangguan 
sepert� pembunuhan, pencur�an, dan 
pencabulan yang merupakan t�ndak p�dana 
umum oleh masyarakat bal� d�lakukan r�tual 
upacara agar kond�s� alam b�sa kembal� 
sepert� semula. Berbeda dengan KUHP yang 
menyatakan set�ap del�k yang d�lakukan 
d�kenakan p�dana penjara dan denda untuk 
membuat jera pelaku kejahatan. Seorang 
kr�m�nal menurut hukum agama h�ndu, 
t�dak beg�tu d�pedul�kan mela�nkan has�l 
dar� perbuatan p�dananya yang d�tuntut 
pertanggungjawaban.2

 Berdasarkan ajaran agama h�ndu ada 
t�ga kerangka dasar yang terjal�n dalam satu 
kesatuan ya�tu : Falsafah, Et�ka, R�tual. 
Kerangka dasar tersebut harus d�pegang dan 
petunjuk bag� umat beragama h�ndu. Sela�n 
ket�ga kerangka dasar tersebut agama h�ndu 
juga mempunya� kepercayaan yang mutlak 
yang d�sebut panca sradha yakn� : Percaya 
dengan adanya sang hyang w�dh�, percaya 
dengan adanya atma, percaya dengan 
karmaphala, percaya denga re�nkarnas�, 
percaya dengan moksa (kebahag�an yang 
kekal).

Kenyataan �n� member�kan suatu 
gambaran bahwa secara langsung ajaran 
agama turut member�kan warna dan corak 
terhadap per�kelakuan masyarakat dalam 
keh�dupan adat. Pertumbuhan  hukum adat 
sudah tentu d�dukung oleh rasa kead�lan dar� 
masyarakat yang kemud�an menjelmakan 
apa yang semula d�namakan adat �st�adat, 

yang secara terus menerus d�pel�hara, 
seh�ngga menghas�lkan kepast�an hukum 
d�dalam penerapannya pada keh�dupan 
sehar�-har�. Kepast�an tersebut lah�r bukan 
semata-mata d�terapkan secara terus menerus 
d�dalam keh�dupan sehar�-har� akan tetap� 
leb�h dar� �tu ya�tu merupakan adat-�st�adat 
yang kemud�an menjad� ka�dah hukum 
yang mampu member�kan jam�nan dalam 
mengatur masyarakat pendukungnya. Hak�m 
dalam memutuskan suatu perkara sangat 
bergantung pada ketentuan pasal 10 KUHP 
yakn� p�dana mat�, p�dana penjara, p�dana 
kurungan, p�dana denda. Ketentuan p�dana 
tersebut t�dak memperhat�kan kepent�ngan 
masyarakat atau dalam hal �n� kepent�ngan 
dar� korban. 

Masyarakat d� keh�dupan sehar�-
har�nya apab�la ada seseorang melakukan 
pelanggaran dan yang menyebabkan 
kerug�an dar� p�hak korban maka waj�b orang 
yang melakukan perbuatan tersebut untuk 
d�kenakan hukuman termasuk membayar 
gant� kerug�an sebesar yang d�m�nta oleh 
korban. Praktek d� pengad�lan walaupun 
d�ber�kan dasar oleh undang-undang 
darurat 1 tahun 1951, hak�m d�harapkan 
beran� menggal� hukum yang berkembang 
d� masyarakat yakn� hukum p�dana adat, 
tetap� kasus-kasus yang menurut hukum 
yang h�dup d� masyarakat sebenarnya mas�h 
d�anggap sebaga� hal yang dapat d�tuntut 
p�dana. Berart� hak�m leb�h cenderung untuk 
berpegang teguh pada asas legal�tas. Hal �n� 
dapat d�l�hat pada kasus gam�a gemana d� 
s�ngaraja.

1.2  Rumusan Masalah
1. Apakah hak�m mempert�mbangkan 

n�la�-n�la� agama h�ndu dalam praktek 
perad�lan ?

2 I Made W�dnyana, 1993, Kapita Selekta Hukum 
Pidana Adat, Eresco, Bandung, hlm.5.
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2. Upaya-upaya apa yang d�lakukan desa 
adat dalam penyelesa�an t�ndak p�dana 
adat d� Bal�?

1.3  Tujuan Penelitian
 Tujuan dar� d�susunnya tul�san 

�n� adalah untuk mengetahu� hak�m 
mempert�mbangkan n�la�-n�la� agama h�ndu 
dalam praktek perad�lan dan upaya-upaya 
yang d�lakukan desa adat dalam penyelesa�an 
t�ndak p�dana adat d� Bal�.

II. Metode Penelitian
Dalam penel�t�an �n� penul�s 

menggunakan metode penel�t�an yur�d�s 
emp�r�s. Penel�t�an yur�d�s emp�r�s bertujuan 
untuk mempelajar� peraturan perundang-
undangan yang d�pergunakan dalam 
menangan� kasus del�k adat Gam�a Gemana, 
dengan melakukan penel�t�an ke lapangan 
d�mana kasus tersebut terjad�. Jen�s data 
yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
data lapangan dan data kepustakaan. Data 
kepustakaan d��nventar�sas� dar� bahan-
bahan hukum pr�mer, dan bahan hukum 
sekunder. Data lapangan d�lakukan dengan 
observas� d�daerah sampel. 

Tekn�k penentuan sampel yang 
d�gunakan adalah tekn�k non probability 
sampling ya�tu t�dak semua subyek atau 
�nd�v�du mendapat kemungk�nan yang sama 
untuk d�jad�kan sampel. Jen�s tekn�k non 
probabilty sampling yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah Purposive Sampling, 
berdasarkan penjajakan awal penel�t�an 
d�lakukan d� desa sudaj�, kabupaten buleleng. 
Tekn�k pengumpulan data yang d�gunakan 
berupa kepustakaan yakn� catatan-catatan 
dar� has�l penel�t�an, has�l karya pakar hukum 
yang d�kumpulkan melalu� stud� dokumen 
dan wawancara bersumber dar� tokoh-tokoh 

adat masyarakat desa setempat. Pengolahan 
dan anal�s�s data secara anal�s�s kual�tat�f 
ya�tu suatu ura�an yang mengandung suatu 
anal�s� secara s�stemat�s log�s.3

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Tinjauan Yuridis

P�dana adalah suatu pender�taan yang 
d�ber�kan kepada pelaku kejahatan yang 
d�jatuhkan oleh kekuasan yang berwenang 
untuk menjatuhkan p�dana atas nama negara 
sebaga� penanggungjawab dar� ketert�ban 
hukum umum terhadap pelanggaran 
norma. T�ndak p�dana menurut, W�rjono 
Prodjod�koro mengunakan berart� suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat d�kena� 
p�dana. Beg�tu pula Sudarto, mengatakan 
bahwa “penghukuman” berasal dar� kata 
dasar “hukum” seh�ngga dapat d�art�kan 
sebaga� menetapkan hukuman atau 
memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan 
hukum untuk suatu per�st�wa t�dak hanya 
menyangkut b�dang hukum p�dana saja, 
tetap� juga menyangkut hukum perdata.4

Penget�an adat adalah  keb�asaan-
keb�asaan yang ser�ng d�jumpa� d�dalam 
masyarakat, d�jad�kan pedoman untuk 
berpr�laku seh�ngga apab�la terdapat per�laku 
yang meny�mpang dan menyebabkan 
kekacauan dapat d�kena� sanks� sesua� 
dengan daerah setempat.5

Soepomo menjelaskan adat d�katakan 
hukum apab�la d� ukur dar� rasa hukum 
trad�s�onal dan merupakan hukum yang 

3 Am�rud�n dan Zaenal As�k�n, 2006, Pengantar Metode 
Penelitian Hukum, PT. Raja   Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm.26.

4 Sudarto, 2003, Hukum Pidana, Alumn� Cet. 4, 
Bandung, hlm.7.

5 Satj�pto Rahardjo, 1998, Pengertian Hukum Adat, 
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, B�nac�pta, 
Bandung, hlm.23.
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h�dup karena penjelmaan perasaan hukum 
yang nyata dar� para rakyat. P�dana adat 
merupakan suatu reaks� adat dar� t�ap-t�ap 
gangguan kese�mbangan yang melanggar 
rasa kead�lan dan kepatutan yang h�dup 
d�masyarakat dengan kewaj�ban pemul�han 
kembal� suatu keadaan menjad� normal.6

3.2 Pertimbangkan Nilai-Nilai Agama 
Hindu Dalam Praktek Peradilan
Hukum p�dana adat juga mempunya� 

sumber hukum sama dengan b�dang hukum 
la�nnya. sumber hukum adalah tempat 
d�mana k�ta dapat menemukan hukum 
dan mempengaruh� �s� hukum. Sumber 
hukum t�dak tertul�s adalah keb�asaan-
keb�asaan yang d�taat� oleh masyarakat adat 
yang bersangkutan dar� sejak dulu h�ngga 
sekarang dan berkelanjutan. Sumber hukum 
tertul�s dar� hukum p�dana adat adalah 
peraturan-peraturan yang d�tul�skan sepert� 
sastra dresta (k�tab-k�tab agama), paswara 
(keputusan) MDP, Par�sadha H�ndu Dharma, 
karya-karya �lm�ah tokoh-tokoh agama.7

Kasus-kasus persetubuhan sedarah 
pernah terjad� d� bal� dan penyelesa�annya 
dalam praktek perad�lan hanya menggunakan 
Pasal 294 ayat (1) KUHP yang menyatakan 
“barangs�apa melakukan perbuatan cabul 
dengan anaknya, t�r�nya, anak angkatnya, 
anak d� bawah pengawasannya yang belum 
dewasa yang pemel�haraannya, pend�d�kan 
atau penjagaannya d�serahkan kepadanya 
atau dengan bujangnya atau bawahannya 
yang belum dewasa, d�ancam dengan p�dana 
penjara pal�ng lama tujuh tahun”.

Ajaran agama h�ndu yang tertuang 
dalam manawa dharmasastra pasal 171 
dan 17, buku XI menyatakan “�a yang 
telah melakukan hubungan badan dengan 
wan�ta saudara kandungnya, dengan wan�ta 
belum kaw�n, dengan �str� teman atau 
dengan �str� anak yang melanggar tempat 
t�dur d�waj�bkan melakukan tapa”. Pasal 
ber�kutnya menyatakan  “�a berhubungan 
dengan anak dar� saudara perempuan ayah, 
yang hamp�r sama dengan saudara perempuan 
�bu atau anak dar� saudara lak� �bu, d�suc�kan 
dengan melakukan tapa bulan”. Del�k adat 
sepert� yang tertuang dalam penjelasan k�tab 
tersebut d�sebut gam�a gamana.8

Del�k adat gam�a gamana �n� pernah 
terjad� d� desa sudaj�, kecamatan dawan 
yakn� seorang ayah yang bernama GPY 
tega mengham�l� anak kandungnya send�r� 
bernama LY yang mas�h duduk d� bangku 
SMA. Kejad�an tersebut terpergok saat  
LY memer�ksakan d�r� pada b�dan d� kota 
s�ngaraja oleh warga bernama I Kadek Fajar. 
Selama �n� LY t�nggal bersama ayahnya saja 
sek�tar l�ma tahun yang lalu, karena �bunya 
juga pernah d�ham�l� ayahnya tanpa d�n�kah�. 
Keterangan kel�an desa pakraman sudaj�, 
bapak Sunuada bahwa kejad�an tersebut 
telah membuat leteh (kotor) desa dan harus 
d�bers�hkan seh�ngga keduanya d�kenakan 
sanks� adat berupa upakara mepepada dan 
mecaru labuh gentuh. Apab�la t�dak sanggup 
melaksanakan upakara tersebut yang 
bersangkutan akan d� kasepekang (keluarkan 
dar� desa), b�aya upacaranya send�r� sebesar 
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rup�ah) 
harus d�bayarkan oleh GPY dan desa adat 
yang melaksanakannya. Kasus persetubuhan 6 Soepomo, 1983, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, 

Pradnya Param�ta, Jakarta, hlm.43.
7 Wayan P. W�nd�a dan Ketut Sudantra, 2006, 

Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentas� 
dan Publ�kas� Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana, 
Denpasar, hlm.3.

8 I Gede Pudja dan Tjok Ra� Sudharta, 1978, Manawa 
Dharma Sastra (Manawa Dharmacastra, D�tjen 
B�mas H�ndu dan Budha, Jakarta, hlm.21.
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sedarah �n� hanya d�selesa�kan secara adat 
tanpa adanya proses hukum.

Mel�hat peranan sanks� adat leb�h 
pent�ng dar� hukum p�dana nas�onal yang 
termuat dalam K�tab Undang-Undang 
Hukum P�dana berart� pem�danaan nas�onal 
t�dak efekt�f dan member�kan rasa kead�lan. 
Menurut ketentuan Rancangan KUHP 
2012, Pasal 54 ayat (1) dan (2) termuat 
�de kese�mbangan yakn� menyelesa�kan 
konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
p�dana, memul�hkan kese�mbangan, dan 
mendatangkan rasa dama� dalam masyarakat. 
Pem�danaan merupakan suatu proses dan 
sebelum proses berjalan, karenanya peranan 
hak�m sangat pent�ng sekal�. Ia merumuskan 
sanks� p�dana yang terdapat dalam suatu 
peraturan dengan menjatuhkan p�dana bag� 
terdakwa dalam kasus tertentu. 

Sebaga�mana d�ketahu� putusan PN 
Amlapura Nomor 34/P�d.B/1994/PN.AP 
menyatakan terdakwa I Wayan Raka 
terbukt� secara sah dan meyak�nkan bersalah 
melakukan t�ndak p�dana “perbuatan cabul 
dengan anak kandungnya, anak t�r�nya, anak 
pungutnya yang d�bawah pengawasannya 
belum cukup umur”. Menghukum terdakwa 
tersebut oleh karenanya dengan p�dana 
penjara selama : 1 (tahun) 3 (bulan). Dengan 
pert�mbangan hak�m menurut unsur-unsur 
perbuatan p�dana yang terkandung dalam 
Pasal 294 ayat (1) KUHP yakn�:
• Barang s�apa pada dasarnya menunjuk 

pada subyek hukum atau pelaku 
t�ndak p�dana, d�mana subyek 
hukum d�maksud adalah orang 
perorangan yang d�pandang mampu 
bertanggungjawab secara hukum atas 
perbuatannya tersebut

• Melakukan perbuatan cabul menunjuk 
pengert�an segala perbuatan yang 

melanggar kesus�laan atau kesopanan 
persetubuhan termasuk pula dalam 
pengert�an perbuatan cabul

• Dengan anaknya yang belum dewasa 
mengandung pengert�an anak yang 
pada saat kejad�an persetubuhan 
berlangsung baru berus�a 17 tahun 
dalam hal mana us�a tersebut 
merupakan anak yang belum dewasa.

3.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan desa 
adat dalam penyelesaian tindak 
pidana adat di Bali
Penyelesa�an del�k adat yang berak�bat 

terganggunya kese�mbangan keluarga 
atau masyarakat, walaupun adakalanya 
perkaranya sampa� d�tangan� oleh alat 
negara, dapat d�tempuh dengan cara melalu� 
pr�bad� dan atau keluarga yang bersangkutan 
atau d�tangan� kepala kerabat, kepala adat, 
kepala desa, dan alat negara.9

Apab�la terjad� del�k adat dan 
kepadanya d�m�ntakan penyelesa�annya oleh 
p�hak warga desanya yang mengadu, maka 
kepala desa adat dapat menyelenggarkan 
perad�lan desa bertempat d� bala� desa. Untuk 
keperluan �tu �a akan berusaha antara la�n :
- Mener�ma dan mempelajar� pengaduan 

yang d�sampa�kan kepadanya.
- Memer�ntahkan perangkat desa/kepala 

dusun untuk menyel�d�k� kasus perkara, 
dengan menghubung� para p�hak yang 
bersangkutan.

- Mengundang para p�hak yang 
bersel�s�h, para saks�, untuk d�dengar 
keterangannya.

- Membuka pers�dangan dengan 
menawarkan perdama�an d� antara 

9 Otje Salman Soemad�n�ngrat, 2002, Rekonseptualisasi 
Hukum Adat Kontemporer, Alumn�, Bandung, 
hlm.43.
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kedua p�hak, j�ka d�pandang perlu 
dapat d�laksanakan s�dang tertutup.

- Memer�ksa perkara, mendengarkan 
keterangan saks�, pendapat para 
sesepuh desa, kepala dusun yang 
bersangkutan dan la�nnya.10

Carta penyelesa�an del�k adat yang 
d�laksanakan oleh kepala desa t�dak jauh 
berbeda dar� cara penyelesa�an kepala adat, 
ya�tu bukan mencar� s�apa yang benar dan 
yang salah tetap� berusaha untuk mewujudkan 
kedama�an antara kedua p�hak dan pul�hnya 
kembal� kese�mbangan yang terganggu.

Kasus yang terjad� d� Dusun 
Tegeh ternyata Pengad�lan Neger� t�dak 
mempert�mbangkan atau memutuskan 
mengena� kewaj�ban adat terhadap pelaku 
t�ndak p�dana adat gam�a gamana. Hal �n� 
d�dasarkan pada ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 294 (1) 
KUHP yang menurut ancaman p�dananya 
sesua� Pasal 10 KUHP t�dak secara tegas 
mencantumkan p�dana kewaj�ban adat. 
Karenanya masyarakat desa adat yang 
tert�mpa kasus del�k adat gam�a gamana d� 
desa selat dan desa purwakert� mengamb�l 
langkah-langkah penyelesa�an secara adat 
terhadap kasus tersebut.

Desa adat selat oleh lembaga adatnya 
berdasarkan aw�g-aw�g menyelesa�kan 
perbuatan p�dana gam�a gamana tertuang 
dalam Pasal 48 ayat 3 huruf a menyatakan 
“berz�na yang termasuk lok�ka sanggraha 
dan gam�a gamana yang sampa� ketahuan/
d�tangkap oleh �str� d�laporkan kepada 
prajuru adat akan d�kenakan sanks� denda 
terhadap kedua pelaku melalu� musyawarah 
desa”. Sedangkan untuk desa purwakert� 

hukum untuk menyelesa�kan gam�a gemana 
belum d�atur dalam aw�g-aw�g hanya melalu� 
musyawarah desa saja.

Penyelesa�an pelanggaran p�dana adat 
gam�a gamana pada desa adat selat dapat 
d�ura�kan sebaga� ber�kut:
a. Melakukan pembayaran denda kepada 

desa berupa dua karung beras dan 2 
pasang kelapa muda.

b. Melaksanakan upacara mecaru bal�k 
sumpah guna menyuc�kan kembal� 
alam yang d�lakukan oleh pand�ta

c. D�as�ngkan dar� desa adat dan t�dak 
d�perkenankan kembal� mekrama 
desa, setelah pelaku selesa� menjalan� 
masa penahanan d� lembaga 
permasyarakatan.

IV.  PENUTUP
4.1  Kesimpulan
1. Pert�mbangan n�la�-n�la� agama h�ndu 

dalam praktek perad�lan oleh putusan 
hak�m d� pengad�lan s�ngaraja belum 
d�laksanakan, padahal pengenaan sanks� 
adat sangat d�perlukan untuk menjaga 
kese�mbangan ak�bat gangguan yang 
terjad�. Undang-Undang Dasar Negara 
Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 5 ayat (3) 
sub b UU darurat 1 tahun 1951 serta 
Pasal 50 ayat (1) aturan kekuasaan 
kehak�man mendukung penjatuhan 
sanks� p�dana adat ba�k secara ekspl�s�t 
maupun �mpl�s�t. Hal tersebut terl�hat 
dalam pert�mbangan amar putusan 
perkara perbuatan p�dana adat d� PN 
S�ngaraja.

2. Upaya yang d�lakukan untuk 
menyelesa�kan del�k adat d� bal� pada 
kasus gamia gemana adalah upakara 
mecaru bal�k sumpah dan mepepada 
oleh desa adat sudaj�. Penjatuhan sanks� 

10 H�lman Had�kusna, 1992, Pengantar Ilmu Hukum 
Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.245.
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adat tersebut mengacu pada aw�g-
aw�g desa adat mas�ng-mas�ng dengan 
d�serta� paruman atau pertemuan guna 
untuk memantapkan dan member� 
kead�lan bag� s� pelanggar.

4.2 Saran
1. Hak�m dalam memutuskan perkara 

adat perlu mempert�mbangkan sos�o-
rel�g�us masyarakat setempat sebaga� 
bentuk langkah ant�s�pat�f futur�st�k 
seh�ngga tercapa�nya kese�mbangan 
cosm�s dengan t�dak melupakan 
ketentuan pem�danan sebaga�mana 
d�atur dalam KUHP.

2. Perlu adanya t�ndakan tegas berupa 
pengus�ran dar� desa adat setempat 
dan d�berhent�kan menjad� warga desa 
(krama desa) apab�la t�dak memenuh� 
kewaj�bannya untuk melaksanakan 
upacara penye�mbangan alam ak�bat 
peny�mpangan per�laku s� pelanggar.
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